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ABSTRAK  

      Salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi adalah pinjam meminjam 

uang, di mana bank BTPN Syariah yang bergerak dalam membantu ibu-ibu dalam 

meningkatkan perekonomian mereka dengan memberikan modal dan pinjaman 

serta pendampingan untuk memajukan usaha mereka. Namun adanya denda 

keterlambatan kehadiran nasabah yang diterapkan sepihak oleh BTPN Syariah 

membuat nasabah prasejahtra menjadi lebih kesulitan. Pengertian denda itu 

sendiri adalah sanksi berupa uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu 

(karna melanggar aturan-aturan, undang-undang, dsb). 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Praktik pemberian 

Sanksi atas denda uang keterlambatan kehadiran nasabah dalam pertemuan rutin 

dan pembayaran angsuran pada nasabah BTPN  Syariah Desa Pasar Baru 

Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana praktik Sanksi denda uang keterlambatan 

kehadiran nasabah dalam pertemuan rutin dan pembayaran angsuran pada nasabah 

BTPN  Syariah Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), sifat penelitian 

ini adalah bersifat deskriptif analisis, analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, metode ini digunakan dengan 

cara terjun langsung ke lokasi untuk mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang keadaan dan posisi saat ini. 

Hasil penelitian menujukan bahwa yang pertama pelaksanaan pemberian 

sanksi denda keterlambatan kehadiran nasabah dalam pertemuan rutin dan 

pembayaran angsuran yang dilaksanakan 2 minggu sekali dan harus dihadiri oleh 

seluruh anggota nasabah. Apabila pada pelaksanaan pertemuan rutin nasabah 

BTPN Syariah terlambat hadir maka akan dikenakan denda RP.2000,00 yang 

harus dibayarkan oleh nasabah tersebut. Kemudian jika nasabah yang terlambat 

hadir tidak membayarkan denda tersebut, maka akan semakin bertambah denda 

yang harus dibayarkan. Kedua dalam Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaan 

pembayaran denda pada keterlambatan nasabah dalam pertemuan rutin yang 

dilaksanakan 2 minggu sekali diperbolehkan karena ditinjau dari tujuan 

diterapkannya denda yaitu untuk memberi efek jera kepada nasabah yang lalai 

dalam kewajibannya dari sebuat perjanjian (akad). Dalam penerapan denda ini 

sudah sah dengan syarat dan tujuan yang terdapat pada Ariyah dan Al-Gharamah. 

 

Kata Kunci : Pinjam Meminjam (Ariyah), Denda, BTPN Syariah, 
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MOTTO 

 

ا  ْ٘ ًِ ىرِأَمُْيُ ا ا تِٖآَْ اىَِٚ اىْحُنَّ ْ٘ ذذُْىُ َٗ ٌْ تاِىْثاَطِوِ  ْْٞنَُ ٌْ تَ اىنَُ َ٘ ٍْ ا اَ ْْٓ٘ لََ ذأَمُْيُ َٗ ٌِ ثْ اهِ اىَّْاطِ تاِلَِْ َ٘ ٍْ ِْ اَ ٍِّ ْٝقاً  فشَِ

 َُ ْ٘ َُ ٌْ ذؼَْيَ ّْرُ اَ َٗࣖ ٨١١ 

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan 

(janganlah) kamu menyuap dengan harta i tu kepada para hakim,  

dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu 

dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. 

(Al-Baqarah/2:188) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih 

dahulu penulis akan jelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangkan 

dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah, hal ini untuk menghindari 

penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu ada suatu penjelasan 

dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. 

Penelitian yang penulis lakukan ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi 

Syari’ah Terhadap Sanksi Denda Uang Keterlambatan Kehadiran Nasabah 

Dalam Pertemuan Rutin dan Pembayaran Angsuran  (Studi Pada Nasabah 

BTPN Syariah Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten 

Pesawaran). Adapun istilah yang perlu penulis uraikan sebagai berikut : 

1. Tinjauan adalah hasil menijau atau pandangan atau pendapat (sesudah 

menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).
1
 

2. Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat kaidah yang mengatur aktivitas 

manusia di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi dengan mendasarkan 

pada ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya.
2
 

3. Sanksi adalah  tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk 

memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan.
3
 

                                                             
1
 Ernawati Waridah, ―Kamus Bahasa Indonesia,‖ 2021, 1334. 

2
 Andi Soemitra, ―Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan 

Dan Bisnis Kontemporer,‖ 2020, 1-2. 
3
 Waridah, ―Kamus Bahasa Indonesia.1334‖ 
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4. Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk 

membayar sejumlah uang.
4
 

5. Kehadiran adalah perihal hadir adanya (seseorang, sekumpulan orang) pada suatu 

tempat.
5
 

6. Nasabah adalah perseorangan atau badan yang menggunakan atau menerima fasilitas 

bank, baik dalam bentuk produk maupun jasa
6
 

7. Angsuran adalah uang yang dipakai untuk diserahkan sedikit demi sedkit atau tidak 

sekaligus, seperti untuk pembayaran utang, pajak dan sebagainya.
7
 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa maksud judul 

skripsi ini adalah untuk menganalisis pandangan hukum ekonomi syari‘ah terhadap 

sanksi denda uang keterlambatan kehadiran nasabah pada BTPN Syariah. 

B. Latar Belakang Masalah 

Sejatinya manusia merupakan mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. 

manusia memerlukan bantuan dari orang lain dalam rangka bertahan hidup. 

Manusia ditakdirkan hidup bermasyarakat. Tentunya manusia selalu berinteraksi 

antara individu dengan individu lainnya. Aktivitas antara seseorang dengan 

seseorang disebut muamalah. Pada awal sebelum mengalami revolusi literatur 

kehidupan, kegiatan manusia dalam bermuamalah masih bisa dijangkau dan 

dipantau oleh hukum-hukum yang telah diatur oleh para ulama fiqh pada masa itu, 

di samping itu kegiatan ini juga masih bisa diqiyaskan secara sederhana oleh para 

mujtahid yang bersumber dari nash, Namun seiring dengan perkembangan zaman 

                                                             
4
 Ibid.299. 

5
 Ibid.511. 

6
 Ibid.1064. 

7
 Ibid.71 
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yang sudah dilingkungi oleh kegiatan yang serba praktis dan canggih serta 

pengaruh teknologi maka para ulama berusaha melakukan penyesuaian hukum 

dengan cara mengqiyaskan hukum yang telah diatur oleh ulama fiqh pada masa 

itu dengan ekonomi yang sedang berlangsung saat ini dengan melalui prinsip-

prinsip yang telah diatur oleh ulama.
8
 

Ketentuan ini kemudian dituangkan dalam kajian fiqih muamalah, fiqih 

muamalah secara termonologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang 

berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, 

misalnya dalam persoalan jual beli, pinjam-meminjam, kerjasama dagang, 

perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, sewa-menyewa dan lain-lain.
9
 

Sebagaimana  dijelaskan di atas pinjam-meminjam merupakan kajian dari 

fiqih muamalah, dalam fiqih muamalah pinjam-meminjam sesuatu disebut dengan 

al-„ariyah, dalam pengertiannya „ariyah adalah meminjamkan suatu benda kepada 

orang lain untuk diambil manfaatnya atas benda tersebut, dengan ketentuan 

digunakan setelah digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembalian, 

benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman.
10

 

Ariyah atau pinjam meminjam hukumnya bisa berubah tergantung pada 

kondisi yang menyertainya. Meminjam barang hukumnya sunnah jika peminjam 

(musta‟ir) merasakan manfaat dari peminjam tersebut dan tidak menimbulkan 

                                                             
8
 Syaikhu Syaikhu, Ariyadi Ariyadi, and Norwili Norwili, ―Fikih Muamalah: Memahami 

Konsep Dan Dialektika Kontemporer‖ (K-Media, 2020),1. 
9
 Nasrun Haroen and Fiqih Muamalah, ―Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000,‖ Cet. 

Pertama, n.d,1. 
10

 Lc M Abdul Wahab, ―Fiqih Pinjam Meminjam (Ariyah),‖ 2019,7. 
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mudarat bagi pemilik barang (mu‟ir). Ditambah, peminjam tidak menggunakan 

pinjamannya untuk tujuan maksiat atau hal-hal makruh.
11

 

Meminjam barang juga bisa menjadi wajib, jika peminjam dalam keadaan 

darurat sedangkan memilik barang tidak mendapatkan kemudaratan jika 

meminjamkannya. Contohnya, pada saat cuaca dingin ada orang yang telanjang, 

atau hanya memakai pakaian seadanya sehingga merasakan kedinginan. Maka, 

jika ada orang yang bisa meminjamkan baju untuknya hukumnya menjadi wajib 

karna orang tersebut bisa saja meninggal atau terkena penyakit seandainya tidak 

dipinjami baju.
12

 

Menurut Hanafiyyah dan Syafi‘iyyah, pinjam-meminjam hukumnya bisa 

menjadi makruh, jika berdampak pada hal yang makruh. Seperti meminjamkan 

hamba sahaya untuk bekerja kepada seorang kafir. Ariyah juga bisa menjadi 

haram jika berdampak pada perbuatan yang dilarang. Seperti meminjam senjata 

untuk membunuh orang, atau meminjamkan barang untuk melakukan maksiat, 

dan lain-lain.
13

 

Kegiatan pinjam meminjam yang dulunya diidentik dengan barang. 

Sekarang sudah beralih dengan pinjam meminjam uang. Dengan berjalannya 

waktu kegiatan pinjam meminjam uang ini menjadi bisnis yang berkembang 

pesat. Dengan kemajuan zaman yang sangat pesat ini. Kegiatan pinjam meminjam 

uang semakin marak pula. Mulai dari pinjam meminjam perorangan sampai 

pinjam meminjam kelompok atau intansi. 

                                                             
11

 Ibid, 11. 
12

 Ibid, 12. 
13

 Ibid, 13. 
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BTPN Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah 

memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran 

uang, serta beroperasi secara   prinsip-prinsip   syariah.   Selain   usaha   pokok   

tersebut,   BTPN   Syariah   juga memberikan program pinjaman pembiayaan 

modal usaha kepada masyarakat. Pinjaman pembiayaan  modal  usaha  tersebut  

dimaksudkan  utnuk  pemberdayaan  masyarakat, khususnya  perempuan  agar  

kesejahteraannya  meningkat. Salah satu produk yang ditawarkan BTPN Syari‘ah 

kepada masyarakat yaitu produk pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas 

bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang 

membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi BTPN Syariah, nasabah, 

dan pemerintah. Pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga simpan pinjam 

memang sangat dibutuhkan saat ini. Lembaga seperti bank diharapkan mampu 

membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, salah satunya adalah 

bank BTPN Syariah, bank yang bergerak dalam membantu ibu-ibu dalam 

meningkatkan pereknomian mereka dengan memberikan modal dan pinjaman 

serta pendampingan untuk memajukan usaha mereka. Bank Syariah memberikan 

pinjaman kepada ibu-ibu yang mempunyai usaha sebesar 1-5 juta rupiah tanpa 

jaminan, dengan catatan ibu-ibu tersebut membentuk kelompok beranggota 5-10 

orang.
14

 

Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik 

dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah 

                                                             
14

 Siti Kholijah and Pitriani Gultom, ―Persepsi Masyarakat Huraba Terhadap Pinjaman 

Pembiayaan Oleh Btpn Syariah Dalam Peningkatan Usaha Ditinjau Dari Hukum Islam,‖ EKSYA: 

Jurnal Ekonomi Syariah 3, no. 1 (2022): 25. 
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pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan.
15

 

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan 

yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya 

kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan 

pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi 

pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan 

pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah 

diperjanjikan dalam akad pembiayaan.
16

 

Banyak sistem untuk melaksanakan pembayaran pembiayaan salah satunya 

dengan cara mengangsur tiap 2 minggu sekali atau jangka waktu tertentu sesuai 

akad. Dalam pembayaran pembiayaan BTPN syariah melayani dan memberikan 

pendampingan kepada nasabah dengan cara bertemu di sentra-sentra nasabah 

secara rutin dan terjadwal dalam kegiatan ini nasabah wajib menjelaskan 

perkembangan usaha dan membayar angsuran selama 2 minggu. Dalam sistem ini 

bila ada anggota yang tidak bisa hadir atau berhalangan hadir akan mendapatkan 

denda kehadiran sejumlah Rp.2.000.,00 yang mana perjanjian denda kehadiran 

tidak ada di awal sehingga nasabah tidak terima ada nya denda yang ditetapkan 

sepihak oleh BTPN Syariah, tetapi nasabah tidak dapat protes dan terpaksa 

menerima keputusan denda kehadiran tersebut walaupun alasan nasabah tidak bisa 

hadir dikarenakan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan seperti berjualan di 

                                                             
15

 Rahmat Ilyas, ―Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari‘ah,‖ Jurnal Penelitian 9, no. 

1 (2015),186. 
16

 Mariya Ulpah, ―Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah,‖ 

Madani Syari‟ah 3, no. 3 (2020): 1–14. 
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pasar yang harus buka dari pagi hingga petang yang memang tidak ada hari 

liburnya, ditambah adanya denda kehadiran yang memberatkan nasabah 

prasejahtera BTPN Syariah. 

Dalam hal ini dapat dilihat dari pendapat ulama tentang kapan waktu 

pengembalian barang pinjaman, ada dua pendapat ulama tentang pengembalian 

barang pinjaman yang pertama pendapat pertama ulama dari kalangan 

Hanafiyyah, Syafiiyyah, Hanabilah, dan Zhahriyyah memandang bahwa pemilik 

barang boleh meminta barangnya dari peminjam kapan pun dia mau dengan syarat 

tidak menimbulkan mudarat bagi si peminjam. Sedangakan pendapat kedua dari 

Malikiyyah pemilik barang tidak boleh meminta barangnya kecuali setelah jangka 

waktu yang telah disepakati atau setelah jangka waktu sewajarya jika tidak ada 

ketentuan berapa lama batas waktu peminjaman dari pemilik barang, atau setelah 

barang pinjaman tersebut selesai digunakan untuk keperluan peminjam.
17

 

Dapat dilihat dari pendapat ulama di atas bahwa jika mengambil barang 

pinjaman juga memiliki syarat yaitu tidak menimbulkan mudarat bagi si 

peminjam sedangkan dalam kasus di atas memberikan denda sepihak sudah 

termasuk menimbulkan mudarat bagi si peminjam karena memberatkan nasabah 

prasejahtra. 

Permasalahan ini perlu adanya penyelesaian agar kedua belah pihak tidak 

ada yang dirugikan. Permasalahan dalam penelitian tentang denda uang 

keterlambatan kehadiran nasabah dalam pertemuan rutin dan pembayaran 

angsuran yang ditetapkan sepihak oleh pihak BTPN Syariah. Dengan tidak 

                                                             
17

 M Abdul Wahab, ―Fiqih Pinjam Meminjam (Ariyah), 12.‖ 
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melakukan perjanjian Bersama diawal penetapan janji. Peneliti tertarik untuk 

meneliti, mengkaji, dan menelaah secara mendalam bagaimana tinjauan hukum 

ekonomi Syariah terhadap denda uang keterlambatan nasabah yang tidak hadir 

dalam pertemuan rutin dan pembayaran angsuran. Berdasarkan latar belakang di 

atas penulis termotivasi untuk menulis sebuah skripsi yang berjudul ― Tinjauan 

Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Sanksi Denda Uang Keterlambatan 

Kehadiran Nasabah Dalam Pertemuan Rutin dan Pembayaran Angsuran  

(Studi Pada Nasabah Btpn Syariah Di Desa Nabang Sari Kecamatan 

Kedondong Kabupaten Pesawaran)”. 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian ini adalah 

membahas bagaimana praktik pemberian denda dan sub fokus penelitian 

bagaimana praktik denda tersebut dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan 

fokus permasalahan yang akan dibahas nanti, untuk itu yang menjadi 

perumusan pokok, yaitu : 

1. Bagaimana Praktik pemberian Sanksi atas denda uang keterlambatan 

kehadiran nasabah dalam pertemuan rutin dan pembayaran angsuran pada 

nasabah BTPN  Syariah Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong 

Kabupaten Pesawaran? 
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2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Sanksi denda uang 

keterlambatan kehadiran nasabah dalam pertemuan rutin dan pembayaran 

angsuran pada nasabah BTPN Syariah Desa Pasar Baru Kecamatan 

Kedondong Kabupaten Pesawaran? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik Sanksi denda uang keterlambatan 

kehadiran nasabah dalam pertemuan rutin dan pembayaran angsuran pada 

nasabah BTPN  Syariah Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten 

Pesawaran. 

2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap 

Sanksi denda uang keterlambatan kehadiran nasabah dalam pertemuan rutin 

dan pembayaran angsuran pada nasabah BTPN  Syariah Pesawaran 

F. Manfaat Peneliitian 

Hal yang terpenting dari sebuah penelitian adalah signifikaasi yang dapat 

dirasakan atau yang diterapkan setelah terungkapnya sebuah hasil penelitian. 

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan untuk dapat dan memberikan suatu pemikiran 

dan wawasan keilmuan yang berguna bagi pengembagan ilmu hukum 

khususnya di bidang hukum ekonomi Syariah. 
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b. Hasil penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai acuan penelitian 

selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi serta 

memberikan masukan dalam mengevaluasi sanksi denda uang keterlambatan 

nasabah. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga dapat 

meningkatkan rasa keimanan dan ketaqwaan dan dapat dijadikan landasan umat 

islam dalam pelaksanan sanksi denda uang keterlambatan nasabah tersebut. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini adalah : 

1. Skripsi yang ditulis oleh Riza Laillatul Novitasari dengan judul ― Penerapan 

Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman Perspektif Fiqih 

Muamalah (Studi di Badan Usaha Milik Desa Bersama ―Tunggal 

Raos‖Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar) ― UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang (2021). Skripsi ini menjelaskan atas suatu penelitian tentang denda 

yang diberikan akibat keterlambatan angsuran dalam prespektif fiqih 

muamalah. Dalam skripsi ini yang menjadi persamaannya ialah mengenai 

adanya denda yang diberikan bank kepada nasabah karena adanya 

keterlambatan. Sedangkan yang menjadi suatu perbedaan terletak pada 

perspektif fiqih muamalah.
18

 

2. Skripsi yang ditulis oleh Anan Aenul Yaqien dengan judul ―Tinjauan Hukum 

Ekonomi Syari‘ah Terhadap Denda Pada Pinjaman Gopay Paylater Di Kota 

                                                             
18

 Riza Lailatun Novitasari, ―Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran 

Pinjaman Perspektif Fiqh Muamalah: Studi Di Badan Usaha Milik Desa Bersama Tunggal Raos 

Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar‖ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 

2021). 
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Purwokerto‖ UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2021). Skripsi ini 

menjelaskan atas suatu penelitian tentan denda yang diberikan akibat 

keterlambatan pembayaran gopaylater dalam perspektif hukum ekonomi 

Syariah. Dalam skripsi ini yang menjadi persamaan adalah adanya denda yang 

diberikan tetapi pengguna gopaylater tidak tahu jika ada kebijakan denda 

tersebut. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah dari instansi yang diteliti 

bukan bank melainkan aplikasi gojek.
19

 

3. Skripsi yang ditulis oleh Bagus Abdul Mustofa dengan judul ―Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Denda Keterlambatan Peluanasan Pembiayaan Talangan Haji 

Dengan Akad Qardh Wal Ijarah di Bank Bri Syariah Cabang Demak‖ UIN 

Walisongo Semarang (2016). Skripsi ini menjelaskan atas suatu penelitian 

tentang proses pembayaran Denda keterlambatan pelunasan pembiayaan 

talangan haji dengan akad Qardh Wal Ijarah di Bank BRI Syariah Cabang 

Demak. Dalam skripsi ini yang menjadi persamaan adalah adanya pemberian 

denda oleh bank BRI Syariah akibat keterlambatan pelunasan pembiayaan 

talang haji. Sedangkan yang menjadi perbedaan yaitu karna akad Qardh wal 

ijarah. 
20

 

4. Skripsi yang ditulis oleh Fariz As dengan judul ―Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Praktik Denda Keterlambatan Di Perbankan Syariah (Studi 

Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Semarang)‖ UIN Semarang (2018). 

Skripsi ini menjelaskan atas suatu penelitian tentang denda keterlambatan yang 

                                                             
19

 Aenul Yaqien Anan, ―Tinjauan Hukum Ekonomi Syari‘ah Terhadap Denda Pada 

Pinjaman Gopay Paylater Di Kota Purwokerto‖ (Uin Prof Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021). 
20

 bagus Abdul Mustofa, ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan 

Peluanasan Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Qardh Wal Ijarah,‖ n.d. 
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dikenakan kepada nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran. 

Dalam skripsi ini yang menjadi persamaan adalah adanya pemberian denda 

kepada nasabah yang di tetapkan oleh bank BSM. Sedangkan yang menjadi 

perbedaannya skripsi ini menggunakan st udi murabahah.
21

 

5. Skripsi yang di tulis oleh Novia Ilhami denan judul ―Tinjauan Hukum 

Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Denda (Al-Gharamah) Dalam Arisan 

Online Amanah Di Kota Bengkulu‖ IAIN Bengkulu (2021). Skripsi ini 

menjelaskan atas suatu penelitian tentang denda (al-Gharamah) pada arisan 

online Amanah di Kota Bengkulu. Dalam skripsi ini yang menjadi persamaan 

adalah adanya pemberian denda oleh admin arisan sebagai modus untuk 

mengambil keuntungan. Sedangkan yang menjadi perbedaaan yaitu karna ini 

terjadi di suatu arisan bukan instansi seperti bank.
22

 

H. Metode Penelitian 

Pada bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan hal-hal yang 

mempengaruhi untuk mencapai tujuan dari penyusunan proposal ini, maka 

menggunakan metode metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), 

dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur 

terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian lapangan yang dimaksud 

                                                             
21

 Fariz As, ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan Di Perbankan 

Syariah (Studi Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Semarang),‖ Universitas Negeri Semarang, 

2018. 
22

 NOVIA ILHAMI, ―Tinjauan Hukum Ekonomi Syari‘ah Terhadap Penetapan Denda (Al-

Gharamah) Dalam Arisan Online Amanah Di Kota Bengkulu‖ (IAIN BENGKULU, 2021). 
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yaitu untuk mempelajari secara instensif tentang latar belakang keadaan dan 

posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa 

adanya. Subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau 

masyarakat.
23

 

hal ini dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian di 

desa Nabang Sari kecamatan Kedondong kabupaten Pesawaran. Dalam 

penelitian ini juga menggunakan penelitian perpustakaan, dengan 

menggunakan beberapa literatur yang ada diperpustakaan baik berupa buku, 

catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti tertentu yang bersifat 

relevan dengan masalah yang diangkat untuk di teliti. 

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian di sini adalah Praktik 

pemberian denda keterlambatan kehadiran nasabah dengan fiqih pinjam 

meminjam (ariyah) di desa Nabang Sari kecamatan Kedondong kabupaten 

Pesawaran. 

2. Sifat Penelitian 

Menurut sifatnya, peneliti ini bersifat deskriptif analisis, yaitu 

penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan 

sebagaimana adanya. Menganalisis apa yang saat ini berlaku atau gambaran 

mengenai realitanya.
24

 

3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

                                                             
23

 Sudarwan Danim, ―Menjadi Peneliti Kualitatif‖ (Bandung: pustaka setia, 2002). 
24

 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Baru 

Perss, 2014), h.19. 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau 

ada hubungannya dengan objek yang akan diteliti.
25

 Data primer yang 

diperoleh penulis melalui hasil penelitian berupa data-data yang berasal 

dari nasabah BTPN Syariah. Penulis mendapatkan dengan cara 

wawancara.  

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat 

dokumen.
26  

Yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara membaca 

buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang terkait dengan 

penelitian yang akan dilakukan. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang 

memiliki krakteistik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang 

akan di teliti dalam populasi dapat berupa orang, dan perusahaan.
27 

Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 11 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek 

                                                             
25 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2003), h.30. 
26

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D (Bandung: Alfabeta, 

2008), h.137. 
27

 Wijanti Dian, Metode Penelitian Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif 

(Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2017), 

h.21. 
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penelitian. Untuk menentukan ukuran sampel, digunakan rumusan 

yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya 

kurangdari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitian 

ini adalah penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, maka 

dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih. Karena 

populasi dari penelitian ini kurang dari 100 maka semua populasi 

dijadikan sampel.
28

 Jadi sampel yang diteliti yaitu terdiri dari 11 orang : 

pembina sentra dan nasabah BTPN Syariah Pasar Baru. 

5. Metode pengumpulan data 

a. Wawancara (interview) merupakan bentuk dari komunikasi verbal yang 

percakapannya itu memerlukan kemampuan merespon untuk merespon 

suatu pemikiran serta perananya yang tepat.
29

 Wawancara dilakukan 

dengan nasabah BTPN Syariah. 

b. Metode dokumentasi merupakan suatu cara untuk melengkapi data yang 

diperoleh, diperlukan data penunjang lain dan catatan-catatan yang 

berkaitan dengan penelitian, berupa dokumen-dokumen, laporan dan 

surat-surat resmi.
30

 

6. Metode mengolah data 

a. Pemeriksaan data (Editing) 

Pemeriksaan data atau editing adalah suatu penelitian kembali data yang 

telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang dikumpulkan 

                                                             
28

 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka 

Cipta (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.193. 
29

 Sutrisno Hadi, Metode Riserch, (Yogyakarta, Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 

1993)(Jurnal) 
30

 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, .193. 
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dengan menilai apakah data yang dikumpulkan tersebut sudah cukup baik 

atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut. 

b. Reduksi data (Reduction) 

Reduksi data (Reduction) adalah mencoba untuk merangkum dari 

data hal-hal yang pokok dan terpenting yang berkaitan dengan tema 

penelitian yaitu Sanksi Denda uang menggunakan hukum fiqih pinjam 

meminjam (ariyah). 

7. Analisi Data 

Setelah data sudah dikumpulkan maka langkah selanjutnya yaitu 

menganalisis data serta mengambil kesimpulan dari data yang telah 

dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriftif analisis kualitatif 

dengan cara bertahap dan sesuai dengan kajian penelitian, yaitu Sanksi Denda 

uang menggunakan hukum fiqih pinjam meminjam (ariyah) yang akan dikaji 

menggunakan metode deskriptif analisis yang dimaksud disini adalah bahwa 

analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang pemberian denda sepihak oleh 

bank dengan tinjauan dari fiqih pinjam meminjam (ariyah). Metode berpikir 

dalam penulisan menggunakan metode pemikiran deduktif. Metode deduktif 

merupakan cara analisis kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-

contoh yang kongrit atau fakta-fakta yang menjelaskan kesimpulan tersebut. 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk menghindari pembahasan terlalu lebar dan tidak terarah maka 

penulisan Skripsi ini harus disusun secara sistematis. Skripsi ini terdiri atas 

lima bab yang mana antara bab satu dan bab lainnya mempunyai keterkaitan. 
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Bagian awal memuat cover, halaman judul, abstrak, surat pernyataan, 

persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, riwayat hidup, kata pengantar, 

daftar isi dan daftar lampiran.  

Bab I Pendahuluan  

Pada bab pertama ini tentang penegasan judul, latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan 

sitesmatika pembahasan.  

Bab II Landasan Teori 

       Pada bab kedua ini tentang penjabaran teori-teori yang digunakan yaitu 

Pengertian Fiqih Muamalah, Dasar-Dasar Fiqih Muamalah, Rukun Dan Syarat 

Fiqih Muamalah, Jenis-Jenis Fiqih Muamalah, Pengertian Ariyah, Hak dan 

Kewajiban Peminjam, Tata Krama Berhutang, Meminjam Pinjaman dan 

Menyewakan, Hukum Taklifi, Waktu pengembalian Barang Pinjaman, 

Pembayaran Pinjaman. 

Bab III Deskripsi Objek Penelitian  

       Pada bab Ketiga ini tentang Gambaran umum Desa Pasar Baru, kehidupan 

ekonomi, sosoal, budaya desa Pasar Baru, dan Penyajian Data dan Fakta 

Penelitian dalam Pembayaran Denda Keterlambatan Kehadiran Nasabah dalam 

pertemuan rutin dan Pembayaran Angsuran di Desa Pasar Baru Kecamatan 

Kedondong Kabupaten Pesawaran.  

Bab IV Analisi Penelitian  
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       Pada bab ke empat berisikan mengenai analisis data yang telah dilakukan 

oleh peneliti berdasarkan fakta dan terarah tentang Tinjauan Hukum Ekonomi 

Syariah Terhadap Sanksi Denda Keterlambatan Kehadiran Nasabah .  

Bab V Penutup  

       Pada bab ke lima berisikan kesimpulan dari berbagai pembahasan 

penelitian serta saran rekomendasi yang berdasarkan hasil dari kesimpulan 

tersebut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Fiqih Muamalah 

1. Pengertian Muamalah dan Fiqih Muamalah 

Fiqih muamalah secara Bahasa terdiri dari dua kata, fiqih dan 

muamalah kata fiqih berasal dari bahasa Arab yang berarti faham dan 

mengerti, baik atas hal-hal yang kelihatan maupun tersembunyi. Berarti 

memahami secara mendalam dan tidak sekedar tahu. Jika seseorang 

mengatakan aku memahami perkataanmu maka orang tersebut benar-

benar memahami maksud dan tujuan perkataan lawan bicara. Sedangkan 

muamalah berarti interaksi dalam jual-beli atau hal lainnya. Kata 

muamalah juga berarti jika kamu bermuamalah dengan seseorang berarti 

kamu berinteraksi, bergaul atau berbaur dengannya
31

 

Kata muamalat yang kata tunggalnya muamalah yang berakar pada 

kata (  ٍََو  secara arti kata mengandung arti ―saling berbuat‖ atau ( ػَا

berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti ―hubungan 

antara orang dan orang‖. Muamalah secara etimologi sama dengan al-

mufa‟alah yaitu saling berbuat. Secara terminologi, muamalah dapat 

dibagi menjadi dua macam yaitu pengertian muamalah dalam arti luas 

dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-

aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya 
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dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.
32

 Sedangkan pengertian 

muamalah dalam arti sempit (khas), didefinisikan bahwa semua akad 

yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara dan 

aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya. 

Adapun pengertian fiqih muamalah ialah hukum yang berkaitan dengan 

tindakan manusia dalam persoalan keduniawian, misalnya dalam 

persoalan jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja 

sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.
33

 

Fiqih muamalah dapat diartikan dalam dua pengertian, pertama fiqih 

muamalah dipandang sebagai sebuah kesatuan hukum dan aturan-aturan 

tentang hubungan  antara sesama manusia dalam hal kebendaan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selanjutnya fiqih muamalah juga 

dipandang sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang hukum. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa secara garis besar pengertian fiqih muamalah ialah 

hukum-hukum berkaitan dengan tata cara berhubungan antara manusia, 

baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk 

perjanjian perikatan, fiqih muamalah ialah salah satu pembagian 

lapangan pembahasan fiqih selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya 

lapangan pembahasan hukum fiqih muamalah adalah hubungan 
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interpersonal antara sesama manusia, bukan hubungan vertikal manusia 

dengan tuhannya (ibadah mahdloh).
34

 

2. Pembagian Fiqih Muamalah 

Fiqih muamalah memiliki banyak jenis. Jenis-jenis tersebut 

tergantung dari pembagiannya. Apakah pembagiannya berdasarkan 

muamalah dalam arti luas atau dalam arti sempit atau berdasarkan 

karakteristiknya. Seperti yang dijelaskan di atas, Ibnu Abidin membagi 

muamalah dalam arti luas sehingga Fiqih muamalah dibagi menjadi lima 

bagian, yaitu:
35

 

a. Muaawadah Maliyah (Hukum Kebendaan) 

b. Munakahat (Hukum Perkawinan) 

c. Mukhashamat (Hukum Acara) 

d. Amanat dan Ariyah (Pinjaman) 

e. Tirkah (Harta Peninggalan) 

Memahami pembagian di atas maka fiqih muamalah menjadi satu 

pembahasan yang sangat luas. Setiap interaksi antar manusia masuk ke 

dalam ruang lingkup fiqih muamalah. Hal ini memungkinkan bila 

muamalah dikembalikan ke artinya secara bahasa, yaitu interaksi sesama 

manusia. Tetapi hal ini membuat muamalah menjadi ruangan besar yang 

diisi dengan perkaraperkara yang berbeda-beda bahkan tidak 

berhubungan sehingga sekat atau pembatas sangat penting untuk 
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memperjelas setiap bagian yang ada. Istilah fikih muamalah masa ini 

juga mengalami penyempitan makna. 

Pengistilahan muamalah saat ini selalu dikaitkan dengan transaksi-

transaksi keuangan. Jarang kita dengar muamalah artikan sebagai pidana 

Islam ataupun warisan. Ali Fikri dalam bukunya al-Mu‟āmalah al-

Māddīyah wa al-Adabīyah menjelaskan bahwa muamalah dapat dibagi 

menjadi dua bagian:
36

 

a. Al-Mu‟āmalah Al-Māddīyah adalah muamalah yang mengkaji objek 

transaksi. Hal ini yang membuat sebagian ulama berpendapat bahwa 

al-Mu‟āmalah al-Māddīyah adalah muamalah yang bersifat 

kebendaan karena salah satu unsur muamalah adalah benda, baik 

benda halal, haram dan syubhat. Begitu juga sifat-sifat lain dari 

benda tersebut sehingga dapat mempengaruhi keabsahan sebuah 

transaksi. 

b. Al-Mu‟āmalah al-Adabīyah adalah muamalah yang ditinjau dari 

aspek adab dan tata aturan transaksi. Jujur, amanah, jelas, tanpa 

paksaan merupakan instrumen yang sangat mempengaruhi 

perjalanan kesuksesan dan keabsahan transaksi. Hal ini dapat 

dikategorikan dalam hak dan kewajiban pihak-pihak yang 

bertransaki.  
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       Sedangkan Muhammad Ustman Syabir membagi mu‟āmalah 

mālīyah berdasarkan karakteristiknya menjadi beberapa bagian sebagai 

berikut :
37

 

a. Mu‟āwaḍah (tukar-menukar) yaitu mengganti atau menukar sesuatu 

karena menerima sesuatu yang lain. 

b. Tabarru adalah melakukan perbuatan sukarela tanpa mengharapkan 

imbalan. 

c. Isqāt (pembatalan/pengguguran) berarti menjatuhkan atau 

menggugurkan, baik untuk hal yang bersifat materi atau immateri. 

d. Iṭlāq adalah memberikan izin atau membebaskan seseorang untuk 

melakukan sesuatu yang sebelumnya dia tidak mempunyai hak untuk 

melakukan tindakan atau perbuatan tersebut 

e. taqyīd adalah penghentian wakālah, pemberhentian hakim, nadzir 

wakaf dan lain sebagainya. Selain itu, hajr juga merupakan contoh 

dari taqyīd di mana seseorang dibatasi haknya karena suatu alasan 

seperti orang gila yang dikarantina. 

f. musyārakah adalah perkongsian atau perserikatan dan dapat juga 

dikatakan dengan pencampuran harta dari pemilik yang berbeda. 

g. tauṡīq adalah adanya jaminan, garansi atau asuransi atas hak yang 

dimiliki seseorang karena tujuan utama dari akad ini adalah menjaga 

harta dan hak orang lain. 
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h. istihfāẓ adalah setiap akad yang terjadi antar dua belah pihak dengan 

tujuan untuk menitipkan dan menjaga barang. 

3. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah 

Ruang lingkup fiqih muamalah mencakup segala aspek kehidupan 

manusia seperti sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya.  Aspek 

ekonomi dalam kajian fiqih sering disebut dalam bahasa Arab dengan 

istilah iqtishadi yang artinya adalah suatu cara bagaimana manusia dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuat pilihan di antara 

berbagai pemakaian atas alat pemuas kebutuhan yang ada, sehingga 

kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat dipenuhi oleh alat pemuas 

kebutuhan yang terbatas. Secara global ruang lingkup pembahasan fiqih 

muamalah, adalah sebagai berikut :
38

 

a. Hukum benda : konsep harta, konsep hak, konsep hak milik. 

b. Konsep umum akad : pengertian akad, unsur-unsur akad, macam-

macam akad. 

c. Aneka macam akad transaksi muamalah : jual-beli, sewa-menyewa, 

utang-piutang, dan lain-lain. 
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4. Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah 

Konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah juga sangat konsen 

terhadap nilai-nilai kemanusaiaan, prinsip-prinsip fiqih muamalah terdiri 

dari prinsip dasar dan prinsip umum.
39

 

a. Prinsip Dasar 

1) Hukum asal dalam muamalah adalah mubah (diperbolehkan) 

Ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi 

muamalah adalah diperbolehkan (mubah). Kecuali terdapat nash 

yang melarangnya. Dengan demikian kita tidak bisa mengatakan 

bahwa sebuah transaksi itu terlarang sepanjang belum/tidak 

ditemukannya nash secara sharih melarangnya.  

2) Konsep fiqih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan Fiqih 

muamalah akan senantiasa berusaha mewudutkan kemaslahatan, 

mereduksi permusuhan, dan perselisihan diantara manusia. 

Allah tidak menurunkan hamba-Nya,  tidak bermaksud memberi 

beban dan menyampaikan ruang kehidupan manusia. 

3) Menetapkan harga kompetitif 

Masyarakat membutuhkan barang produksi, tidak peduli ia 

seorang yang kaya atau miskin, mereka meginginkan konsumsi 

barang kebutuhan dengan harga yang lebih rendah. Harga yang 

lebih rendah (kompetitif) tidak mungkin dapat diperbolehkan 

kecuali dengan menurunkan biaya produksi. Untuk itu, harus 
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diadakan pemangkasan biaya produksi yang tidak begitu krusial, 

serta biaya-biaya overhead lainya. 

4) Menghindari eksploitasi 

Islam mengajarkan kepada kita untuk membantu orang-orang 

yang membutuhkan, dimana memberikan tuntutan agar tidak 

mengeksploitasi sesama saudara yang sedang membutuhkan 

sesuatu, dengan cara menaiki harga atau syarat yang 

memberatkan kita tidak boleh memanfaatkan keadaan orang lain 

demi kepentingan pribadi. 

5) Memberi kelenturan dan toleransi  

Toleransi merupakan karakteristik dari ajaran Islam yang ingin 

direalisasikan dalam setiap dimensi kehidupan. Nilai toleransi 

ini bisa dipraktekan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan 

kemasyarakatan lainnya. Khususnya dalam transaksi finansial, 

nilai ini bisa diwujudkan dengan mempermudah transaksi bisnis 

tanpa memberatkan piah yang terkait. 

b. Prinsip Umum 

Prinsip umum yang perlu kita ketahui diantaranya adalah 

sebagai berikut:
40

 

1) Ta‘awun (tolong-menolong) 

2) Niat/itikad baik 

3) Al-mu‘awanah/kemitraan 
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4) Adanya kepastian hukum 

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa 

dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara 

normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat, diterapkan dan 

dijadikan sebuah pedoman secara pasti dan mengatur secara jelas 

dan logis masalah yang akan diatur. Jelas dalam artian tidak 

menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia 

menjadi suatu sistem yang sejalan dengan norma lain sehingga tidak 

berbenturan atau menimbulkan konfilik norma. 

B.  Akad  

1. Pengertian Akad    

Akad menurut bahasa merupakan ar-rabbith atau ikatan. 

Sedangkan menurut istilah, akad mempunyai dua artian yaitu makna 

umum dan makna khusus. Menurut Malikiyah, Syafi‘iyah dan 

Hanabilah secara umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan 

hak atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu 

bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak.
41

 Sedangkan makna 

khusus menurut ulama fiqh, akad merupakan perikatan yang 

ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan hukum syara‘  yang 

berdampak pada objeknya.
42

 

Akad dalam kamus umum Bahasa Indonesia, mempunyai arti : 

―janji; perjanjian; kontrak; misal akad jual beli, akad nikah‖. Dan akad 
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juga bisa disebut dengan kontrak yang mempunyai makna : perjanjian, 

(dagang, bekerja, dan lain sebagainya).
43

 

       Akad ialah sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian antara 

pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atau suatu objek tertentu dan 

shighoh (lafadz) kan dalam ijab-qobul.
44

 

Akad atau kontrak berkaitan dengan barang/harta benda (mal), hak 

pemanfaatan harta benda, dan transfer kepemilikan atas barang/hak atas 

pemanfaatan harta benda dari satu pihak ke pihak lain.
45

 Jadi, akad adalah 

suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban serta saling 

mengikat satu sama lain antara para pihak terhadap suatu objek tertentu 

sesuai dengan hukum syara‘ dan hukum positif yang berlaku. 

2. Dasar Hukum Akad 

a. Al-Qur‘an 

Al-Qur‘an sebagai salah satu sumber hukum Islam yang utama, 

dalam masalah akad, sebagaian besar hanya mengatur kaidah-kaidah 

hukum. Hal ini dapat dilihat dari isi ayat-ayat Al-Qur‘an sebagai 

berikut:  

 ِْ َُ ذجَِاسَجً ػَ ْ٘ ُْ ذنَُ ْٓ اَ ٌْ تاِىْثاَطِوِ الََِّ ْْٞنَُ ٌْ تَ اىنَُ َ٘ ٍْ ا اَ ْْٓ٘ ا لََ ذأَمُْيُ ْ٘ ُْ ٍَ َِ اٰ ْٝ اَُّٖٝاَ اىَّزِ
ْٓ ذشََاضٍ ٰٝ

ا  ًَ ْٞ ٌْ سَحِ َُ تنُِ َ مَا
َُّ اّللّٰ ٌْ ۗ اِ ّْفغَُنُ ا اَ ْْٓ٘ لََ ذقَْريُُ َٗ  ۗ ٌْ ْْنُ ٍِّ٩٢ 

 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 
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kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di 

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah 

Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa Ayat 29) 
 

Adanya larangan memakan harta sesama manusia secara batil dan 

harus adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, berimplikasi 

bahwa semua jenis akad timbal balik itu sah hukumnya. Dengan 

demikian, hal ini menunjukkan bahwa ayat tersebut memberikan 

kebebasan berakad kepada setiap orang dengan kebebasan yang 

terbatas. Adanya unsur kesepakatan dalam ayat tersebut dapat 

diwujudkan dalam bentuk shigat yang direalisasikan dalam bentuk ijab 

dan qabul. Ijab dan qabul diadakan dengan maksud untuk menunjukkan 

adanya suka rela secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan 

oleh dua pihak yang bersangkutan dan menimbulkan kewajiban atas 

masing-masing pihak secara timbal balik.
46

 

ٌْ تَ  دِۗ احُِيَّدْ ىنَُ ْ٘ ا تاِىْؼُقُ ْ٘ فُ ْٗ ا اَ ْْٓ٘ ُْ ٍَ َِ اٰ ْٝ اَُّٖٝاَ اىَّزِ
ْٓ ٰٝ ٌْ ْٞنُ ا ٝرُْيٰٚ ػَيَ ٍَ ًِ الََِّ  ّْؼَا حُ الََْ ََ ْٞ ِٖ

ْٝذُ  ا ٝشُِ ٍَ  ٌُ َ ٝحَْنُ
َُّ اّللّٰ ً ۗ اِ ٌْ حُشُ ّْرُ اَ َٗ ْٞذِ  حِيِّٚ اىصَّ ٍُ ْٞشَ   ٨غَ

 

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan 

ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, 

dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji 

atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan 

yang Dia kehendaki.”(Q.S Al-Maidah Ayat 1) 

 

 

Perintah untuk memenuhi akad atau perjanjian dalam ayat di atas 

berlaku secara umum baik perjanjian antara seseorang dengan dirinya, 

dengan orang lain, maupun dengan Allah SWT. Sehingga ayat ini 
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menyiratkan kebebasan berakad dimana setiap akad/perjanjian apapun 

bentuknya harus dipenuhi selama akad tersebut tidak bertentangan 

dengan syara‟.
47

 

b. Hadis  

Hadis yang menjadi landasan hukum kebebasan berakad 

diantaranya yang diriwayatkan oleh Sunan Nasa'i berikut ini : 

ثَْاَ ٫٬٬٩عِْ اىْغائٜ  اقِ قاَهَ حَذَّ صَّ ثَْاَ ػَثْذُ اىشَّ ُِ سَافِغٍ قاَهَ حَذَّ ذُ تْ ََّ حَ ٍُ : أخَْثشََّاَ 

ِٓ قاَهَ  ِْ جَذِّ ِٔ ػَ ِْ أتَِٞ ْٞةٍ ػَ ِِ شُؼَ شِٗ تْ َْ ِْ ػَ بَ ػَ ِْ أَُّٝ٘ ََش  ػَ ؼْ ٍَ 

احِذٍ  َٗ ْٞغٍ  ِِ فِٜ تَ ْٞ ِْ شَشْطَ ػَ َٗ ْٞغٍ  تَ َٗ ِْ عَيفٍَ  ٌَ ػَ عَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ ػَيَ ِ صَيَّٚ اللَّّ ََّٖٚ سَعُ٘هُ اللَّّ

ٌْ ٝضُْ  ا ىَ ٍَ ِْ سِتْحِ  ػَ َٗ ْْذَكَ  ْٞظَ ػِ ا ىَ ٍَ ْٞغِ  ِْ تَ ػَ َٗ ِْ ََ  
 

Sunan Nasa'i 4552: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad 

bin Rafi', ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, ia 

berkata: telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ayyub dari 

'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari jual beli dengan syarat 

diberi hutang, dua syarat dalam satu akad jual beli, dan menjual 

sesuatu yang tidak engkau miliki.
48

 

 

hadis diatas menguatkan kaidah bahwa asal hukum dalam 

perikatan/pejanjian adalah boleh. Sebab jika tidak demikian tidak 

mungkin kita diperintahkan untuk memenuhi akad /perjanjian yang kita 

sepakati secara umum.
49

 

3. Prinsip-Prinsip Akad 

Adapun prinsip-prinsip akad dalam Islam, diantaranya:
50

 

a. Prinsip  kebebasan kontrak. 
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b. Prinsip perjanjian itu mengikat. 

c. Prinsip kebersamaan Bersama. 

d. Prinsip ibadah. 

e. Prinsip keadilan dan keseimbangan perstasi. 

f. Prinsip kejujuran (amanah). 

a. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab 

telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal‖. 

4. Rukun dan Syarat Akad 

Rukun-rukun akad diantaranya ialah:
51

 

a. Aqid ialah orang yang berakad (subjek akad). Terkad/ang dari setiap 

pihak terdiri dari salah satu orang, dan terkadang pula terdiri dari 

beberapa orang. 

b. Ma‟qud Alaih ialah benda-benda yang bakal diakadkan (objek akad), 

seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah 

atau pemberian, gadai, dan utang. 

c. Maudhu‟ Al-Aqid ialah tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. 

Berbeda akad maka berbedalah destinas pokok akad. Dalam akad jual 

beli misalnya, destinsasi pokoknya yaitu mengalihkan barang dari 

penjual untuk pembeli dengan diberi ganti. 

d. Shighat Al-Aqid Sighat Al-Aqid ialah ijab qabul merupakan bertukarnya 

sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam 
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mekerjakan pembelian terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang 

mengindikasikan kesepakatan dua pihak yang mengerjakan akad. 

5. Jenis- Jenis Akad  

Berikut adalah jenis-jenis akad :
52

 

a. Akad Murâbahah 

 Murâbahah berasal dari kata Ribh, yang berarti perolehan, 

keuntungan, atau tambahan. Pelaksanaan jual beli dengan akad 

murâbahah, penjual harus mengungkapkan biayanya pada saat akad 

terjadi serta penetapan marjin keuntungan yang disetujui. Bay‘ al-

murâbahah adalah menjual barang dengan harga yang ditetapkan 

dipasaran dengan tambahan keuntungan yang diketahui. 

b. Akad Istishnâ‘ 

 Pengertian istisnâ‘ merupakan akad yang dilakukan dengan 

seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan dan akad 

tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh 

seseorang. Menurut ahli fikih, pengertian istisnâ‘ adalah suatu 

permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara 

tertentu yang materinya (bahan bakunya) dari pihak pembuat (tukang). 

c. Akad Salam  

 Akad salam disyaratkan berdasarkan dalil dari Al-quran, sunnah 

dan ijmak ulama. Akad salam atau salaf adalah penjualan sesuatu dimasa 
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yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual 

sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Para ulama 

Syâfi‘iyyah dan Hanâbilah mendefinisikan akad salam sebagai akad atas 

sesuatu yang disebutkan dalam sifatnya dalam perjanjian dengan 

penyerahan tempo dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis 

akad. 

d. Akad Bay al-Inah 

 Kata ‗al-‗inah‖ berasal dari bahasa Arab yang berarti ―tunai‖ atau 

―segera‖. Tetapi, yang dimaksud dengan bay al-‗inah adalah menjual 

harta dengan bayaran angsuran, kemudian segera membelinya kembali 

dengan bayaran tunai. Menurut al-Bahuty, bay‘ al-‗inah adalah penjualan 

barang kepada seseorang dengan harga kredit dan barang diserahkan 

kepada pembeli, kemudian dibeli kembali oleh penjual sebelum 

mengambil bayarannya dengan uang tunai lebih kecil dari harga asalnya. 

e. Akad Bay‘ al-Dayn  

 Bay‘ al-Dayn adalah suatu akad jual beli dengan objek jual belinya 

adalah piutang atau tagihan (dayn).28Bay‘ al-dayn adalah seseorang yang 

mempunyai hak mengutip hutang yang akan dibayar pada masa yang 

akan datang dan dia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan 

harga yang disetujui bersama. 

f. Akad Musyârakah  

 Pengertian syirkah (musyârakah) secara harfiah berarti 

percampuran. Menurut bahasa, syirkah adalah bercampurnya suatu harta 
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dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak dapat dibedakan. 

Menurut ulama Syâfi‘iyyah, syirkah adalah tetapnya hak kepemilikan 

bagi dua atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu 

dengan hak pihak yang lain. Menurut ulama Hanafiyah, syirkah adalah 

transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan 

keuntungan.32 Pengertian musyârakah menurut bahasa ialah 

pencampuran harta di antara dua orang atau lebih. 

6. Berakhirnya Akad  

Akad selesai disebabkan oleh sejumlah hal, diantaranya sebagai berikut: 
53

 

a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak 

mempunyai tenggang waktu yang ditetapkan oleh pihak yang berakad. 

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, bilamana akad tersebut 

sifatnya tidak mengikat. 

c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad bisa dianggap selesai jika:  

 

1) Jual beli yang dilakukan fasad, seperti ada unsur-unsur tipuan salah 

satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. 

2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.  

3) Akad itu tidak dilakukan oleh salah satu pihak. 

4) Salah satu pihak yang mekerjakan akad meninggal dunia. 
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Jadi dapat diketahui bahwa akad bisa berakhir jika salah satu syarat di 

atas terpenuhi atau jika salah satu pihak melanggar akad. 

C. Pinjam Meminjam (Ariyah) 

1. Pengertian Ariyah 

Pinjaman atau ariyah menurut Bahasa ialah  ) َاىؼَا سِٝح( berasal dari 

kata )َػَاس( yang mempunyai arti datang dan pergi. Menurut sebagian 

pendapat, Ariyah berasal dari kata  )ُاىرَّؼَا ؤُس( yang artinya sama hal itu 

dengan yang َاؤُبُ(   ِٗاىرَّْ )اىرََْاؤُهُ اَ  berarti saling menukar dan mengganti, yakni 

dalam tradisi meminjam.
54

 

Sedangkan menurut Terminologi dimana dikemukakan oleh para 

ulama fiqih ariyah memiliki beberapa arti sebagai berikut:
55

 

a. Menurut Hanafiyah ariyah ialah memiliki manfaat secara Cuma-

Cuma. 

b. Menurut Malikiyah ariyah ialah memiliki manfaat dalam waktu 

tertentu dengan tanpa imbalan. 

c. Menurut Syafi‘iyah ariyah ialah kebolehan mengambil manfaat dari 

seseorang yang mengizinkannya dan dapat dimanfaatkan kegunaanya 

tanpa harus merusak bentuk barang agar dapat dikembalikan kepada 

pemiliknya. 

d. Menurut Hanabilah ariyah adalah kebolehan memanfaatkan suatu zat 

barang tampa meminta bayaran untuk barang yang telah digunakan. 
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Dengan dikemukakannya beberapa definisi tentang ‗Ariyah di atas,        

maka dapat dipahami bahwa ‗Ariyah adalah Peminjaman yang mana 

membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal 

secara cuma-cuma atau dengan tujuan menolong dengan tidak merusak zat 

barang tersebut, dan dikembalikan setelah dipergunakan manfaatnya dalam 

keadaan tetap tidak rusak zatnya. Maka ketika ada suatu pemberian 

pinjaman tersebut dituntut adanya imbalan di dalamnya, maka hal tersebut 

bukanlah ‗Ariyah karena salah satu ciri dari akad-akad tabarru‘ adalahny 

tidak adanya imbalan dan berlandaskan pada tolog menolong.
56

 

2. Hukum Taklifi 

Hukum taklifi adalah khithab syar'i yang mengandung tuntutan 

untuk dikerjakan oleh para mukallaf atau untuk tidak dikerjakan atau yang 

mengandung pilihan antara dikerjakan dan tidak dikerjakan. hukum taklifi 

ialah hukum yang bisa berubah tergantung pada kondisi yang 

menyertainya. Meminjam barang hukumnya sunnah jika peminjam 

(musta‟ir) merasakan manfaat dari peminjam tersebut dan tidak 

menimbulkan mudarat bagi pemilik barang (mu‟ir). Ditambah, peminjam 

tidak menggunakan pinjamannya untuk tujuan maksiat atau hal-hal 

makruh.
57

 

Meminjam barang juga bisa menjadi wajib, jika peminjam dalam 

keadaan darurat sedangkan memilik barang tidak mendapatkan kemudaratan 
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jika meminjamkannya. Contohnya, pada saat cuaca dingin ada orang yang 

telanjang, atau hanya memakai pakaian seadanya sehingga merasakan 

kedinginan. Maka, jika ada orang yang bisa meminjamkan baju untuknya 

hukumnya menjadi wajib karna orang tersebut bisa saja meninggal atau 

terkena penyakit seandainya tidak dipinjami baju.
58

 

Menurut Hanafiyyah dan Syafi‘iyyah, pinjam-meminjam hukumnya 

bisa menjadi makruh, jika berdampak pada hal yang makruh. Seperti 

meminjamkan hamba sahaya untuk bekerja kepada seorang kafir. Ariyah 

juga bisa menjadi haram jika berdampak pada perbuatan yang dilarang. 

Seperti meminjam senjata untuk membunuh orang, atau meminjamkan 

barang untuk melakukan maksiat, dan lain-lain.
59

 

Suatu barang menjadi sah untuk dipinjamkan sebagai ariyah, jika 

memenuhi dua syarat. Pertama, barang tersebut bisa diambil manfaatnya 

tanpa harus memusnahkan atau menghabiskannya. Tidak sah disebut 

sebagai ariyah jika yang dipinjamkan adalah barang yang habis seperti 

makanan, sabun, lilin, dan sebagainya. Meminjamkan barang yang habis 

pakai disebut dengan qardh. Kedua, barang yang dipinjamkan merupakan 

barang yang halal untuk dimanfaatkan dan tidak digunakan untuk tujuan 

yang diharamkan.
60

 

3. Dasar Hukum Ariyah 
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Dapat kita ketahui ‗ariyah merupakan sarana tolong menolong 

antara manusia yang mampu dengan manusia yang tidak mampu. Bahkan, 

tidak menutup kemungkinan antara manusia yang mampu saling melakukan 

‗ariyah (pinjam meminjam).
61

 Adapun landasan hukumnya dari nash al-

Qur‘an adalah: 

لََ  َٗ  ًَ ْٖشَ اىْحَشَا لََ اىشَّ َٗ  ِ
ا شَؼَاۤى ِشَ اّللّٰ ْ٘ ا لََ ذحُِيُّ ْ٘ ُْ ٍَ َِ اٰ ْٝ زِ

ْٓاَُّٖٝاَ اىَّ ٰٝ َِ ْٞ ٍِّ
ۤ
لََْٓ اٰ َٗ ى ِذَ 

لََ اىْقلَََۤ َٗ  َٛ اىْٖذَْ

َّْنُ  ٍَ لََ ٝجَْشِ َٗ ا ۗ ْٗ ٌْ فاَصْطاَدُ اِرَا حَييَْرُ َٗ اّاً ۗ َ٘ سِضْ َٗ  ٌْ ِٖ تِّ ِْ سَّ ٍِّ َُ فضَْلًَ  ْ٘ ًَ ٝثَْرغَُ ْٞدَ اىْحَشَا ٌْ اىْثَ
ا ْۘٗ ُْ ذؼَْرذَُ ًِ اَ غْجِذِ اىْحَشَا ََ ِِ اىْ ٌْ ػَ مُ ْٗ ُْ صَذُّ ًٍ اَ ْ٘ ُُ قَ لََ  شَْاَٰ َٗ  ۖٙ ٰ٘ اىرَّقْ َٗ ا ػَيَٚ اىْثشِِّ  ْ٘ ُّ َٗ ذؼََا َٗ

ْٝذُ اىْؼِقاَبِ  َ شَذِ َُّ اّللّٰ َ اِۗ
اذَّقُ٘ا اّللّٰ َٗ ۖ ُِ ا َٗ اىْؼُذْ َٗ  ٌِ ثْ ا ػَيَٚ الَِْ ْ٘ ُّ َٗ  ٩ذؼََا

“ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar 

syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-

bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan 

qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) 

mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari 

karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan 

ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada 

suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah 

kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”(QS.Al-Maidah:2) 

ا ْ٘ َُ ُْ ذحَْنُ َِ اىَّْاطِ اَ ْٞ ٌْ تَ رُ َْ اِرَا حَنَ َٗ ْٕيِٖاَۙ  ٚ اَ
ْٓ
دِ اىِٰ ْٰ ٍٰ ٗا الََْ ُْ ذإَُدُّ ٌْ اَ شُمُ ٍُ َ ٝأَْ

َُّ اّللّٰ  ۞ اِ

ْٞشًا  ْٞؼًاۢ تصَِ َِ َُ عَ َ مَا
َُّ اّللّٰ ٖٔ ۗ اِ ٌْ تِ ا ٝؼَِظُنُ ََّ َ ّؼِِ

َُّ اّللّٰ  ٬١تاِىْؼَذْهِ ۗ اِ

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 

manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah 

sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha 

Mendengar, Maha Melihat.”(QS.An-Nisa:58) 

 

sebagaimana halnya bidang lain, selain Al-Qur‘an, landasan hukum 

yang kedua ialah hadis. Dalam landasan ini ‗ariyah dinyatakan sebagai 

berikut:  
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ثَْاَ٭٨٨١عِْ اىرشٍزٛ  ُِ حُجْشٍ قاَلََ حَذَّ ُّٜ تْ ػَيِ َٗ ثَْاَ ََّْٕاد   ِْ  : حَذَّ ُِ ػََّٞاػٍ ػَ ؼِٞوُ تْ ََ ئعِْ

حَ قاَهَ  ٍَ ا ٍَ
ِْ أتَِٜ أُ ِّٜ ػَ لََِّ ْ٘ ٌٍ اىْخَ غْيِ ٍُ  ِِ  شُشَحْثِٞوَ تْ

اج   إَدَّ ٍُ دَاعِ اىْؼَاسِٝحَُ  َ٘ حِ اىْ ًَ حَجَّ ٌَ ٝقَُ٘هُ فِٜ اىْخُطْثحَِ ػَا عَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ ػَيَ َّٜ صَيَّٚ اللَّّ ؼْدُ اىَّْثِ َِ  عَ

اىذَّ  َٗ   ً ٌُ غَاسِ ػِٞ اىضَّ َٗ  ٜ قْضِ ٍَ  ُِ ْٝ 

Sunan Tirmidzi 1186: Telah menceritakan kepada kami Hannad dan 

Ali bin Hajar keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Isma'il 

bin 'Ayyasy dari Syurahbil bin Muslim Al Khaulani dari Abu Umamah ia 

berkata: Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda 

dalam khutbahnya ketika haji wada': "Barang pinjaman itu harus 

dikembalikan, orang yang menjamin harus membayar jaminannya serta 

hutang harus dibayar." 
62

 

Mazhab Syafi‘i, Hanafi, Abu Hasan Ubaidillah bin Hasan alKarkhi 

berpendapat bahwa akad ‗ariyah hanya bersifat memanfaatkan benda 

tersebut, sehingga pemanfaatannya terbatas pada pihak kedua saja 

(peminjam) dan tidak boleh dipinjamkan, kepada pihak lain. Namun 

semua ulama sepakat, bahwa benda trsebut tidak boleh disewakan kepada 

orang lain.
63

 

4. Rukun dan Syarat Ariyah 

Dalam ariyah terdapat rukun dan syarat. Menurut hanafiyah rukun 

ariyah ada satu yaitu ijab dan Kabul, tidak wajib diucapkan tetapi cukup 

dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam dan 

boleh hukum ijab dan Kabul dengan uacapan. Menurut syafi‘iyah rukun 

ariyah adalah sebagai berikut.
64

 

a. Kalimat mengutangkan (lafazh), seperti seseorang berkata, ―saya 

utangkan benda ini kepada mu‖ dan yang menerima berkata ― saya 
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mengaku berutang benda anu kepada mu‖. Syarat bendanya ialah 

sama dengan syarat benda-benda dalam jual beli. 

b. Mu‟ir yaitu orang yang mengutangkan (berpiutang) dan musta‟ir yaitu 

orang menerima utang. Syarat bagi mu‘ir adalah pemilik yang berhak 

menyerahkannya, sedangkan syarat-syarat bagi mu‟ir dan musta‟ir 

adalah: 

1) Baligh, maka batal ariyah yang dilakukan anak kecil atau shabiy 

2) Berakal, maka bata ariyah yang dilakukan oleh orang yang 

sedang tidur dan orang gila 

3) Orang tersebut tidak di mahjur (di bawah curatelle), maka tidak 

sah ariyah yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah 

perlindungan (curatelle), seperti pemboros. 

c. Benda yang diutangkan, pada rukun ketiga ini disyaratkan dua hal, 

yaitu:
65

 

1) Materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah 

ariyah yang materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam 

karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk 

menyimpan padi. 

2) Pemanfaatan itu dibolehkan, maka batal ariyah yang pengambilan 

manfaat materinya dibatalkan oleh syara, seperti meminjam 

benda-benda najis. 

5. Pembayaran Pinjaman 

                                                             
65

 Ibid., 95. 



42 
 

 

Dalam hal pembayaran pinjaman dapat dilihat dari pendapat ulama 

tentang kapan waktu pengembalian barang pinjaman, ada dua pendapat 

ulama tentang pengembalian barang pinjaman yang pertama pendapat 

pertama ulama dari kalangan Hanafiyyah, Syafiiyyah, Hanabilah, dan 

Zhahriyyah memandang bahwa pemilik barang boleh meminta barangnya 

dari peminjam kapan pun dia mau dengan syarat tidak menimbulkan 

mudarat bagi si peminjam. Sedangakan pendapat kedua dari Malikiyyah 

pemilik barang tidak boleh meminta barangnya kecuali setelah jangka 

waktu yang telah disepakati atau setelah jangka waktu sewajarya jika tidak 

ada ketentuan berapa lama batas waktu peminjaman dari pemilik barang, 

atau setelah barang pinjaman tersebut selesai digunakan untuk keperluan  

peminjam.
66

 

Setiap orang yang meninjam sesuatu kepada orang lain berarti 

peminjam memiliki utang kepada orang yang berpiutang (mu‟ir). Setiap 

utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar 

utang, bahkan melalaikan prmbayaran utang juga termasuk aniaya. 

Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa.
67

 Rasulullah saw 

bersabda:  

ِْ ٩٨٩٬صحٞح اىثخاسٛ  ّاَدِ ػَ ِْ أتَِٜ اىضِّ اىلِ  ػَ ٍَ ُِ ُٝ٘عُفَ أخَْثشََّاَ  ِ تْ ثَْاَ ػَثْذُ اللَّّ : حَذَّ

ُ ػَُْْٔ  َٜ اللَّّ ْٝشَجَ سَضِ ِْ أتَِٜ ٕشَُ  الْْػَْشَجِ ػَ

ٌ  فاَرَِا أذُْثِغَ أحََ  ِّٜ ظيُْ طْوُ اىْغَِْ ٍَ ٌَ قاَهَ  عَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ ػَيَ ِ صَيَّٚ اللَّّ َُّ سَعُ٘هَ اللَّّ ٍّٜ أَ يِ ٍَ ٌْ ػَيَٚ  ذُمُ

  فيَْٞرَْثغَْ 

Shahih Bukhari 2125: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah 

bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zanad dari 
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Al A'raj dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:"Menunda membayar hutang 

bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian 

hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti."
68

 

 

Hadis di atas juga berlaku bagi orang (majikan), yakni bila 

mempekerjakan buruh, maka tidak boleh melalaikan upah buruh tersebut, 

karena termasuk orang yang menzhalimi. Adapun melebihkan bayaran 

dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal kelebihan itu merupakan 

kemauan dari yang berutang. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang 

membayar utang. 

6. Meminjam Pinjaman dan Menyewakan 

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa peminjam boleh 

meminjamkan benda-benda pinjaman kepada orang lain. Sekalipun 

pemiliknya belum mengizinkannya jika penggunanya untuk hal-hal yang 

tidak berlainan dengan tujuan pemakaian pinjaman. Menurut mazhab 

Hanbali, peminjam boleh memanfaatkan barang pinjaman atau siapa saja 

yang menggantikan statusnya selama peminjam berlangsung, kecuali jika 

barang tersebut disewakan. Haram hukumnya menurut Hanbaliyah 

menyewa barang pinjaman tanpa seizin pemilik barang.
69

 

Jika peminjam suatu benda meminjam benda pinjaman tersebut 

kepada orang lain, kemudian rusak di tangan kedua, maka pemilik berhak 

meminta jaminan kepada salah seorang di antara keduanya. Dalam 
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keadaan seperti ini, lebih baik pemilik barang meminta jaminan kepada 

pihak kedua karna dialah yang memegang ketika barang itu rusak.
70
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7. Tanggung Jawab Peminjam 

Bila peminjam telah memegang barang-barang pinjaman, 

kemudian barang tersebut rusak, maka ia berkewajiban menjaminnya, 

baik karena pemakaiannya yang berlebihan maupun karena yang 

lainnya
71

 

Sementara para pengikut Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa, 

peminjam tidak berkewajiban menggantikan barang pinjamannya, 

kecuali karena tindakannya yang berlebihan, karena Rasulullah saw 

bersabda: 

ُِ ٢٪٩٢ِْ اىذاسقطْٜ ع ُّٜ تْ ُّٜ , ّا ػَيِ مَثِ ْ٘ ِِ جَؼْفشٍَ اىْنَ ٌِ تْ ُِ اىْقاَعِ ُِ تْ ْٞ ٍّٜ اىْحُغَ : ثْا أتَُ٘ ػَيِ

 ِْ ْٞةٍ , ػَ ِِ شُؼَ شِٗ تْ َْ ِْ ػَ َُ , ػَ ا ِِ حَغَّ ْٞذَجَ تْ ِْ ػُثَ ُِ ػَثْذِ اىْجَثَّاسِ , ػَ شُٗ تْ َْ حَشْبٍ , ّا ػَ

ِِ اى ِٓ , ػَ ِْ جَذِّ ِٔ , ػَ ٌَ , قاَهَ: أتَِٞ عَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ِّٜ صَيَّٚ اللُّ ػَيَ غِوِّ »َّْثِ َُ ْٞشِ اىْ غْرؼَِٞشِ غَ َُ ْٞظَ ػَيَٚ اىْ ىَ

  ُ ا ََ غِوِّ ضَ َُ ْٞشِ اىْ دِعِ غَ ْ٘ غْرَ َُ لََ ػَيَٚ اىْ َٗ  ,  ُ ا ََ ا «. ضَ ََ ئَِّّ َٗ  , ُِ ْٞذَجُ ضَؼِٞفاَ ػُثَ َٗ  ٗ ش  َْ ػَ

شْفُ٘عٍ  ٍَ ْٞشُ  ْٝحٍ اىْقاَضِٜ غَ ِْ شُشَ ٙ ػَ َٗ  ٝشُْ
 

 “Sunan Daruquthni 2939: Abu Ali Al Husain bin Al Qasim bin 

Ja'far Al Kaukabi menceritakan kepada kami, Ali bin Harb menceritakan 

kepada kami, Amr bin Abdul Jabbar menceritakan kepada kami dari 

Ubaidah bin Hassan, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, 

dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Peminjam barang yang tidak 

berkhianat (atas amanah) tidak menanggung barang pinjamannya, tidak 

pula bagi orang yang dititipi barang yang tidak berkhianat (atas 

amanah)." Amr dan Ubaidah adalah perawi dha'if, dan ia tidak 

meriwayatkan dari Syuraih Al Qadhi secara marfu'.”
72

 

 

Jadi dalam pinjam meminjam barang kita harus menjaga barang 

tersebut dengan sungguh-sungguh, selain itu adalah tanggung jawab kita 

sebagai peminjam, menjaga barang pinjaman juga penting agar terhindar 
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dari mengganti barang yang telah rusak, sehingga kita tidak perlu 

memperbaiki atau menggantinya lagi walaupun tidak ada perjanjian 

untuk mengganti barang yang telah rusak.
73

 

8. Tatakrama Berutang 

Dalam ariyah juga ada beberapa hal yang dijadikan penekanan 

dalam pinjam-meminjam atau utang-piutang tentang nilai-nilai sopan-

santun yang terkait di dalamnya atau tata krama berpiutang, ialah sebagai 

berikut:
74

 

a. Sesuai dengan QS Al-Baqarah : 282, utang piutang supaya dikuatkan 

dengan tulisan dari pihak berutan dengan disaksikan dua orang saksi 

laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi 

wanita. Untuk dewasa ini tulisan dibuat di atas kertas bersegel atau 

bermaterai. 

b. Pinjaman hendak dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang 

mendesak disertai niat dalam hati akan membayar/mengembalikan. 

c. Pihak berpiutang hendaknta berniat memberikan pertolongan kepada 

pihak berhutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, 

maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya. 

d. Pihak yang berhutang bila sudah mampu membayar pinjaman, 

hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karna lalai dalam 

mengembalikan pinjaman berarti berbuat zalim. 
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D. Denda Al-Gharamah 

1. Pengertian Denda  

Denda dalam bahasa Arab adalah al-gharamah. Denda merupakan 

salah satu jenis hukuman ta‘zir yang merupakan larangan, pencegahan, 

menegur, mencela dan memukul. Ta‘zir menurut bahasa adalah ta‘dib 

artinya memberi pelajaran. Ta‘zir juga diartikan dengan al-raddu wa al- 

man‟u yang artinya menolak dan mencegah. Hukuman yang tidak 

ditentukan (bentuk dan jumlahnya) yang wajib dilaksanakan terhadap 

segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik 

pelanggaran itu menyangkut hak Allah S.W.T. maupun hak pribadi. 

Sedangkan pengertian ta‘zir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan 

oleh al-Mawardi (w. 450 H) yaitu: ―Ta‘zir adalah hukuman yang bersifat 

mendidik atas dosa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya 

oleh syara‖. Adapun yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan 

perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan 

(dilarang).
75

 

Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti 

menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan 

membayar utang padahal ia mampu, mengkhianati amanah, seperti 

menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf, dan 

lain sebagainya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda diartikan 

dengan hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam 
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membayar kewajibannya. Denda juga memiliki arti:
76

 

a. Hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang. 

b. Uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar 

aturan, undang-undang dan sebagainya).
77

 

Berkenaan dengan denda keterlambatan kehadiran  maka 

denda itu merupakan salah satu bentuk kewajiban anggota atas 

sesuatu yang telah dilanggarnya berupa pembayaran sejumlah uang 

yang telah ditetapkan bersama. 

2. Dasar Hukum Denda 

a. Al-Qur‘an 

Adapun landasan hukumnya terdapat pada Q.S Al-Ma‘idah ayat 89 : 

 ٌُ ا ػَقَّذْذُّ ََ ٌْ تِ ِْ ُّٝإَاخِزُمُ ىٰنِ َٗ  ٌْ اِّنُ ََ ْٝ ْْٜٓ اَ ِ٘ فِ ُ تاِىيَّغْ
ٌُ اّللّٰ ًُ لََ ٝإَُاخِزُمُ ْٓ اِطْؼَا  ٔ َُۚ فنََفَّاسَذُ ا ََ ْٝ الََْ

ٌْ ٝجَِ  ِْ ىَّ ََ ْٗ ذحَْشِٝشُْ سَقثَحٍَ ۗفَ ٌْ اَ ذُُٖ َ٘ ْٗ مِغْ ٌْ اَ ْٞنُ ْٕيِ َُ اَ ْ٘ َُ ا ذطُْؼِ ٍَ عَظِ  ْٗ ِْ اَ ٍِ  َِ ْٞ غٰنِ ٍَ ذْ ػَشَشَجِ 

احْفظَُ  َٗ ۗ ٌْ ٌْ اِرَا حَيفَْرُ اِّنُ ََ ْٝ ًٍ ۗرٰىلَِ مَفَّاسَجُ اَ ًُ ثيَٰثحَِ اََّٝا ٖٔ فصَِٞاَ رِ ٰٝ ٌْ اٰ ُ ىنَُ
ُِ اّللّٰ ٌْ ۗ مَزٰىلَِ ٝثَُِّٞ اّنَُ ََ ْٝ ا اَ ْْٓ٘

 َُ ْٗ ٌْ ذشَْنُشُ  ١٢ىؼََيَّنُ
 

   

―Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang 
tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu 

disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda 

pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu 

dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi 

mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa 

tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. 

Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah 

sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu 

agar kamu bersyukur (kepada-Nya).” (Q.S Al-Ma‘idah : 89) 
 

Dalam ayat di atas Allah SWT menjelaskan bahwa dia tidak akan 

menimpakan suatu hukuman kepada orang yang melnggar sumpah yang 

telah diucapkan tidak dengan sengaja untuk bersumpah. Baginya tidak ada 
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hukuman duniawi dan tidak pula hukuman ukhrawi. Akan tetapi, bila 

seseorang bersumpah dengan sepenuh hati dan niat yang sungguh- sungguh, 

kemudian ia melanggar sumpah tersebut, maka ia dikenakan kaffarat 

(denda). 

b. Hadits 

Berikut adalah dasar hadis yang menjelaskan tentang denda : 

ُِ حَشْبٍ ٨٨٬٪صحٞح ٍغيٌ  ْٞشُ تْ ثَِْٜ صَُٕ ثَِْٜ ػَثْذُ : ٗ حَذَّ ْٝظٍ حَذَّ َٗ ُِ أتَِٜ أُ ثَْاَ اتْ حَذَّ

ْٝشَجَ قاَهَ  ِْ أتَِٜ ٕشَُ ِٔ ػَ ِْ أتَِٞ ِِ أتَِٜ صَاىِحٍ ػَ ْٞوِ تْ ِْ عَُٖ طَّيِةِ ػَ َُ ُِ اىْ  اىْؼَضِٝضِ تْ

ْٞشَٕاَ خَْٞ  ٍِ فشََأَٙ غَ ٞ َِ ِْ حَيفََ ػَيَٚ َٝ ٍَ  ٌَ عَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ ػَيَ ِ صَيَّٚ اللَّّ ْْٖاَ فيَْٞأَخِْ قاَهَ سَعُ٘هُ اللَّّ ٍِ شًا 

 ِٔ ِْٞ َِ َٝ ِْ ىْٞنَُفِّشْ ػَ َٗ ْٞش   َ٘ خَ  اىَّزِٛ ُٕ

َِ تلََِهٍ حَذَّ  ُُ ٝؼَِْْٜ اتْ ا ََ ْٞ ثَِْٜ عُيَ خْيذٍَ حَذَّ ٍَ  ُِ ثَْاَ خَاىِذُ تْ ُِ صَمَشَِّٝاءَ حَذَّ ٌُ تْ ثَِْٜ اىْقاَعِ ثَِْٜ ٗ حَذَّ

 ٍَ ؼَْْٚ حَذِٝثِ  ََ عْْاَدِ تِ ْٞو  فِٜ ٕزََا الِْْ ْٞش  عَُٖ َ٘ خَ ىْٞفَْؼَوْ اىَّزِٛ ُٕ َٗ  َُْٔٞ َِ اىلٍِ فيَْٞنَُفِّشْ َٝ  
 

Shahih Muslim 3115: Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin 
Harb telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Uwais telah menceritakan 

kepadaku Abdul Aziz bin Muthalib dari Suhail bin Abu Shalih dari Ayahnya 

dari Abu Hurairah dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 

bersabda: "Barangsiapa mengucapkan sumpah, kemudian dia melihat ada 

sesuatu yang lebih baik dari yang dia ucapkan, hendaknya dia melakukan 

hal itu dengan membayar kafarah (denda) dari sumpahnya." Dan telah 

menceritakan kepadaku Al Qasim bin Zakaria telah menceritakan kepada 

kami Khalid bin Mukhlad telah menceritakan kepadaku Sulaiman -yaitu 

Ibnu Bilal- telah menceritakan kepadaku Suhail dengan isnad ini, dengan 

makna hadits Malik, yaitu: "Hendaknya dia membayar kafarah (denda) 

sumpahnya, dan melaksanakan sesuatu yang lebih baik."
78

 

 

Berdasarkan hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang 

telah melakukan sebuah perjanjian (Akad) dan dia tidak melaksanakan 

perjanjian tersebut dengan baik dan sengaja melalaikan kewajiban nya 

tersebut maka dia harus mendapatkan hukuman atas kelalaiannya tersebut. 

3. Syarat Penggunaan Hukuman Denda 
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Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, 

supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kemballi. Dalam Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syari,ah, sanksi dapat diberikam kepada orang yang 

ingkar janji, dan ketenuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam 

Pasal 36 yang menyebutkan bahwa : 

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. 

b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagimana dijanjikan. 

c. Melakukan yang dijanjikan tetapi terlambat. 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu 

pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi : 

a. Membayar ganti rugi 

b. Pembatalan akad 

c. Peralihan resiko 

d. Denda, dan/atau 

e. Membayar biaya perkara 

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagai fuquha dari 

kelompok yang meembolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan 

hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang. 
79

 

4. Tujuan Pelaksanaan Denda 

Tujuan dari diberlakukannya sanksi denda yaitu sebagai berikut: 

a. Preventif (pencegahan). Ditunjukan bagi orang lain yang belum 
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melakukan jarimah. Tujuan preventif ini dimaksudkan agar orang lain 

yang berhutang merasa enggan untuk menunda-nunda pembayaran 

hutangnya dikarenakan adanya sanksi denda tersebut. 

b. Reprensif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak 

mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari. Pelaku yang 

dimaksudkan disini apabila dicontohkan dalam kegiatan muamalah 

adalah pihak yang berhutang. Tujuan represif ini agar orang yang 

berhutang dan telah menunda-nunda pembayaran hutangnya merasa 

jera dan tidak akan mengulanginya lagi. 

c. Kuratif harus mampu membawa perbaikan perilaku dan sikap yang 

menunda-nunda pembayaran dikemudian hari. Adapun membawa 

perbaikan dalam perilaku yaitu pihak yang berhutang menjaddi disiplin 

untuk tidak terlambat membayar hutangnya. 

d. Edukatif (pendidikan) dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang 

lebih baik. 

Berdasarkan beberapa tujuan denda yang telah dipaparkan di atas, 

sangat jelas bahwasannya diterapkannya denda memiliki kemaslahatan 

terhadap para pihak dalam bermuamalah. Dimana kemaslahatan tersebut 

menyangkut orang banyak dan bukan untuk kepentingan pribadi.
80

 

5. Pelaksanaan Denda (al-Gharamah) Berdasarkan Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah 
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Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan 

besar terhadap kedudukan dan eksistensi peradilan agama di Indonesia. Di 

samping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang Hukum Keluarga 

Islam, peradilan agama juga diberi wewenang yang meliputi perbankan 

syariah dalam bidang ekonomi syariah, dan surat berharga berjangka 

menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian 

syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.
81

 

KHES diterbitkan dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung (Perma) 

No.2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. KHES ini 

sudah mengalami penyesuaian – penyesuaian ketentuan syariah yang sudah 

ada, semisal fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional). Secara sosiologis, 

KHES disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum 

mu‘amalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi Syari‘ah melalui LKS-

LKS yang memerlukan payung hukum.
82

 

Dalam KUHPerdata pada pasal 1243 KUHPerdata mengatakan: 

―pengganti biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu 

perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila debitur (Nasabah) telah 

dinyatakan lalai memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus 

diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam 

tenggang waktu yang telah ditentukan.‖ 
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DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN 

 

1. Pedoman Wawancara 

 

1) Apakah tujuan diterapkannya sanksi (denda)? 

2) Bagaimana sistem pelaksanaan pemberian denda pada keterlambatan 

kehadiran dalam pertemuan rutin? 

3) Apakah terjadi hambatan dalam menerapkan sanksi (denda) ini? 

4) Bagaimana penyaluran hasil dana sanksi (denda) ini ? 

5) Apakah denda dapat dinegosiasikan ? 

6) Apa alasan yang dapat di toleransi dalam pemberian denda ? 

7) Mengapa sering tidak hadir dalam pertemuan rutin? 

8) Apakah denda tersebut akan bertambah jika tidak dibayarkan ? 

9) Seperti apa praktika pemberian denda tersebut ? 

10) Alasan diberikannya denda kehadiran? 

2. Dokumentasi Wawancara 

Dokumentasi: Wawancara Bersama Nasabah BTPN Syariah Desa Pasar Baru 

Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran : 
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